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WALIKOTA PADANG PANJANG 

PROVINSI SUMATERA BARAT 
 

PERATURAN DAERAH KOTA  PADANG PANJANG 
NOMOR  7 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 
TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA PADANG PANJANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih optimalnya pelaksanaan urusan 
pemerintahan bidang pemuda dan olahraga serta urusan 

pemerintahan bidang pendidikan di Kota Padang Panjang, 
perlu adanya perangkat daerah yang khusus membidangi 

urusan pemerintahan tersebut; 
 

b. bahwa untuk penataan perangkat daerah sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 

Daerah, perlu merubah aturan tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah di Kota Padang Panjang; 

 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang 
Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945;  

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi 

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 962); 
 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
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dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 
 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 
Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan 

Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 1539); 

 

7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9  
Seri D.1); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN 
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.  

 
Pasal I 

   

  Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Padang Panjang 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 
2016 Nomor 9 Seri D.1), diubah sebagai berikut:  

   

  Pasal 3 

   

  Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan 

susunan sebagai berikut:  

a. Sekretariat Daerah Tipe B;  

b. Sekretariat DPRD Tipe C; 

c. Inspektorat Daerah Tipe C; 

  d. Dinas Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari :  

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe B, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan 

dan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan; 
2. Dinas Kesehatan Tipe C, menyelenggarakan urusan 

pemerintahan bidang Kesehatan; 
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe C, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan 
bidang Pertanahan; 

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 
Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan urusan 
pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;  
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5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe 

C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan  

Masyarakat;  
6. Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial, 
urusan pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; 

7. Dinas Perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Perhubungan; 

8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;  

9. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

Komunikasi dan Informasi, urusan pemerintahan Statistik, 
dan urusan pemerintahan bidang Persandian; 

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Penanaman Modal dan urusan pemerintahan bidang Tenaga 

Kerja;  
11. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Tipe A, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemuda 
dan Olahraga, dan urusan pemerintahan bidang Pariwisata;  

12. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang Kearsipan; 

13. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe B, menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pangan, urusan pemerintahan 

bidang Pertanian, dan urusan pemerintahan bidang 
Perikanan; dan  

14. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah 
Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Perdagangan, urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha 

Kecil dan Menengah dan urusan pemerintahan bidang 

Perindustrian.  

  e. Badan Daerah Kota Padang Panjang, terdiri dari :  
1.   Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 

Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan 
pemerintahan bidang Penelitian dan Pengembangan; 

2.   Badan Pengelola Keuangan Daerah Tipe C, melaksanakan 
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan; 

dan  
3.   Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 

Manusia Tipe C, melaksanakan fungsi penunjang urusan 
pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan dan 

Pelatihan. 
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  f. Kecamatan, terdiri dari : 

1. Kecamatan Padang Panjang Timur Tipe B; dan  
2. Kecamatan Padang Panjang Barat Tipe B.  

 

 

 

Pasal II 
 

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 

2019. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kota Padang Panjang. 
 

                                                                             Ditetapkan  di  Padang  Panjang 

                                                                             pada tanggal    15 Agustus 2019 
 

                           WALIKOTA PADANG PANJANG, 
 

                       ttd 
 
 

                        FADLY AMRAN 
Diundangkan di   Padang Panjang 

pada tanggal        15 Agustus 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG, 
 
                                   ttd 

 
 

                   SONNY BUDAYA PUTRA 
 

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN  2019 NOMOR 7 
 
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA 

BARAT : (7/67/2019). 
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PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 7 TAHUN 2019  

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG NOMOR 9 

TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
 

I. UMUM 

 
      Bahwa dalam rangka menjalankan prinsip pemerintahan yang baik, maka 

perlu dilakukan penataan kelembagaan peramgkat daerah di lingkungan 
pemerintah kabupaten/kota yang mempedomani kebijakan yang telah ditetapkan, 

Untuk itu perangkat daerah perlu dievaluasi dan ditata seusai dengan aturan, tepat 
ukuran, tepat tugas, tepat fungsi, tepat tata kelola, pelayanan publik, efektif dan 

efisien dalam mencapai tujuan dan target kinerja pemerintah.  

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang 
Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, menjadi landasan bagi 

pemerintah daerah untuk memperbaiki, menyesuaikan dan menyemournakan 
struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan startegisnya, dengan 

demikian akan dapat menggambarkan keberadaan organisasi pemerintah yang 

dinamis dalam rangka meningkatkan efektifitas pencapaian kinerja,  

Dalam rangka mencapai optimalisasi pelaksanaan kinerja perangkat daerah 

telah dilakukan evaluasi dan penataan kembali pelaksanaan urusan pemerintah 
bidang Pendidikan, urusan pemerintah bidang Kebudayaan, urusan pemerintah 

bidang Pemuda dan Olahraga, dan urusan pemerintah bidang Pariwisata. Penataan 
pelaksanaan urusan ini perlu dilakukan agar fungsi dan kinerja perangkat daerah 

dapat mencapai hasil yang maksimal.  

Dalam penataan ini urusan pemerintahan ini harus memperhatikan hasil 
pemetaan yang telah dilakukan, sehingga menjadi dasar dalam penetapan tipe 

perangkat daerah.  

       Adapun hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang 

pemuda dan olahraga, dan bidang pariwisata, sebagai berikut: 
1. urusan pemerintahan bidang pendidikan total skor 418 (empat ratus 

delapan belas); 
2. urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebesar 286 (dua ratus delapan 

puluh enam); 

3. urusan pemerintahan bidang pariwisata sebesar 737 (tujuh ratus tiga 
puluh tujuh); 

4. urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga sebesar 902 
(sembilan ratus dua). 

        
Berasarkan evaluasi dan penataan perangkat daerah terhadap hasil kinerja 

serta memperhatikan hasil pemetaan perangkat daerah, maka perubahan 

perangkat daerah dapat disesuaikan kembali dan ditetapkan dalam perubahan 

peraturan daerah.  

 
II.  PASAL DEMI PASAL  

 
Pasal I 

Cukup jelas. 

 
Pasal II  

Cukup jelas. 


